WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR !4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar
Lampung tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956
No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
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10.

11.

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah
Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandar Lampung
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/
PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 875);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah
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terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.

3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Bandar Lampung.

4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan
adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan
yang telah diatur oleh Undang-Undang.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

7. Objek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut
Objek Pajak adalah Objek Pajak sektor
perdesaan dan perkotaan.

8. Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut
dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
Badan yang secara nyata memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi
dan/atau bangunan.

9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau
Badan yang bertanggung jawab  atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang
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terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.

3. DBadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Bandar Lampung.

4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan
adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan
yang telah diatur oleh Undang-Undang.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

7. Objek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut
Objek Pajak adalah Objek Pajak sektor
perdesaan dan perkotaan.

8. Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut
dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
Badan yang secara nyata memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi
dan/atau bangunan.

9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau
Badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang
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menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10. Pengurangan PBB-P2 yang selanjutnya disebut
dengan Pengurangan adalah pengurangan
PBB-P2 yang terutang.

11. Kerugian adalah kerugian komersial yang
mengakibatkan berhentinya suatu usaha atau
pailit, yang dapat diketahui dari laporan
keuangan dalam hal Wajib Pajak
menyelenggarakan pembukuan, atau
pencatatan keuangan dalam hal Wajib Pajak
tidak menyelenggarakan pembukuan, atau dari
SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukan
penghasilan bruto setelah dikurangi biaya
didapat kerugian.

12. Kesulitan Likuiditas adalah kondisi
ketidakmampuan Wajib Pajak/badan dalam
memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya
yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva
lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai
kurang dari 1 (satu).

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya
PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

14. Surat Ketetapan Pajak PBB-P2 yang
selanjutnya disingkat SKP PBB-P2 adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya pokok
PBB-P2 atau selisih pokok PBB-P2, besarnya
denda administrasi, dan jumlah PBB-P2 yang
terutang.

15. Surat Tagihan Pajak PBB-P2 yang selanjutnya
disingkat STP PBB-P2 adalah surat tagihan
pajak yang menentukan besarnya denda
administrasi ditambah dengan hutang pajak
yang belum atau kurang dibayar.

16. Surat Pengurangan PBB-P2 adalah surat
Pengurangan PBB-P2 yang dikeluarkan oleh
Kepala Badan berdasarkan persetujuan Wali
Kota.

BAB I
PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 2

Berdasarkan kewenangannya Wali Kota dapat:

a. memberikan Pengurangan berdasarkan
permohonan dari Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak;

i

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

b. memberikan Pengurangan secara massal
berdasarkan alasan, kebijakan dan/atau
pertimbangan tertentu.

Pasal 3

Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau
karena sebab-sebab tertentu lainnya, sebagai
berikut:

i

Wajib Pajak orang pribadi, yang meliputi:

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya
orang pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/dudanya;

b) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya
orang pribadi pensiunan
ASN/BUMN/BUMD atau
janda/dudanya yang penghasilannya
semata-mata berasal dari pensiunan,
sehingga kewajiban PBB-nya sulit
dipenuhi;

c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya
orang pribadi yang berpenghasilan
rendah, sehingga kewajiban PBB-nya
sulit dipenuhi;

d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya
orang pribadi yang Nilai Jual Objek
Pajak per meter perseginya meningkat
signifikan akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif
pembangunan.

Wajib Pajak badan, yang mengalami
Kerugian dan Kesulitan Likuiditas pada
Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban rutin.

b. karena Objek Pajak terkena bencana alam atau
sebab lain yang luar biasa, yang meliputi:

1,

Objek Pajak terkena bencana alam yang
diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain gempa bumi,
tsunami, gunung  meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, atau tanah
longsor;

karena sebab lain yang luar biasa, antara
lain kebakaran, wabah penyakit, wabah
hama, huru-hara, kerusuhan, atau
tindakan anarkis.

o
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BAB I1I
BESARAN PENGURANGAN

Pasal 4

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB
terutang yang tercantum dalam SPPT.

(2) Besaran Pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan sebagai berikut:
a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari

PBB yang terutang dalam hal Kkondisi
tertentu = Objek  Pajak yang ada
hubungannya dengan Subjek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a angka 1 huruf d) dan angka 2;

b. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima
persen) dari PBB yang terutang dalam hal
kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan Subjek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a angka 1 huruf a), huruf b) dan
huruf c); atau

c. paling tinggi 100% (seratus persen) dari
PBB yang terutang dalam hal Objek Pajak
terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1)  Untuk mendapatkan Pengurangan, Wajib Pajak
harus  mengajukan surat  permohonan
Pengurangan kepada Wali Kota melalui Kepala
Badan.

(2) Permohonan Pengurangan karena kondisi
tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan
keberatan PBB-P2 atas SPPT atau SKP
PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan;

b.  Wajib Pajak tidak mengajukan banding
atas surat keputusan keberatan PBB-P2;

c. Wajib Pajak tidak mengajukan permintaan
pengurangan denda administrasi atas SKP
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PBB-P2 atau STP PBB-P2 yang diterbitkan
atas dasar surat keputusan keberatan
PBB-P2, atau Wajib Pajak mengajukan
permintaan pengurangan denda
administrasi atas SKP PBB-P2 atau STP
PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat
keputusan keberatan PBB tetapi dianggap
bukan sebagai permintaan karena tidak
memenuhi persyaratan;

d. Wajib Pajak tidak mengajukan
permohonan pengurangan atas SPPT atau
SKP PBB-P2 yang tidak benar atau Wajib
Pajak mengajukan permohonan
pengurangan atas SPPT atau SKP PBB
yang tidak benar tetapi dianggap bukan
sebagai permohonan;

e. Wajib Pajak tidak mengajukan
permohonan pembatalan atas SPPT, SKP
PBB-P2, atau STP PBB-P2 yang diterbitkan
atas dasar surat keputusan keberatan
PBB-P2, yang tidak benar atau Wajib
Pajak mengajukan permohonan
pembatalan SPPT, SKP PBB-P2, atau STP
PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar surat
keputusan keberatan PBB-P2 yang tidak
benar tetapi dianggap bukan sebagai
permohonan;

f. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan
pembetulan atas SPPT, SKP PBB-P2, atau
STP PBB-P2 yang diterbitkan atas dasar
surat keputusan keberatan PBB-P2.

(3) Permohonan Pengurangan harus diajukan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal diterimanya SPPT.

(4) Ketentuan  jangka  waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam
hal Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa
dalam jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(5) Permohonan Pengurangan terhadap Objek
Pajak yang terkena bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. diajukan dalam jangka waktu paling lama
6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
terjadinya bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa; dan

b. mencabut pengajuan keberatan PBB-P2,
banding, peninjauan kembali, serta
permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan PBB yang tidak
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